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Press freedom in modern authoritarian countries, particularly China, faces
new pressures due to the integration of traditional political control and
digital technology. Automated censorship, artificial intelligence-based
propaganda, and regulation of digital platforms limit the plurality of public
opinion and direct political narratives. This study uses the Systematic
Literature Review (SLR) of international literature 2020-2025 related to
press freedom, digital media, propaganda, and authoritarianism. The
search was conducted through Scopus, Web of Science, JSTOR,
ScienceDirect, Wiley, Sage Journals, and Taylor & Francis, with the
selection process following the PRISMA 2020 guidelines. The analysis uses
thematic synthesis to map the interaction between state censorship, Al
propaganda, self-censorship, and digital public spaces. The results of the
study show that China is building an integrative, adaptive, and predictive
digital authoritarian ecosystem. The state not only silences criticism, but
also manipulates public opinion through Al-driven propaganda, platform
surveillance, and institutional regulation. Self-censorship serves as an
effective control mechanism, while citizen resistance emerges in micro and
decentralized forms, with limited structural influence. Digital public spaces
still exist, but they experience political fragmentation and limited
deliberation. These findings confirm that press freedom in China is
influenced by digital control and algorithmic governance, not just
traditional media. The integration of normative theories of the press,
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media capture, and digital authoritarianism provides a comprehensive
conceptual framework for understanding how modern authoritarian
regimes manage information, maintain political legitimacy, and limit public
participation. This research makes theoretical and empirical contributions
to the study of democracy, political media, and digital authoritarianism.

Kebebasan pers di negara otoriter modern, khususnya China, menghadapi
tekanan baru akibat integrasi antara kontrol politik tradisional dan
teknologi digital. Sensor otomatis, propaganda berbasis kecerdasan
buatan, dan regulasi platform digital membatasi pluralitas opini publik
serta mengarahkan narasi politik. Penelitian ini menggunakan Systematic
Literature Review (SLR) terhadap literatur internasional 2020-2025 terkait
kebebasan pers, media digital, propaganda, dan otoritarianisme.
Penelusuran dilakukan melalui Scopus, Web of Science, JSTOR,
ScienceDirect, Wiley, Sage Journals, dan Taylor & Francis, dengan proses
seleksi mengikuti pedoman PRISMA 2020. Analisis menggunakan thematic
synthesis untuk memetakan interaksi antara sensor negara, propaganda Al,
self-censorship, dan ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa China membangun digital authoritarian ecosystem yang integratif,
adaptif, dan prediktif. Negara tidak hanya membungkam kritik, tetapi juga
merekayasa opini publik melalui Al-driven propaganda, pengawasan
platform, dan regulasi institusional. Self-censorship berperan sebagai
mekanisme kontrol yang efektif, sementara resistensi warga muncul dalam
bentuk mikro dan terdesentralisasi, dengan pengaruh struktural terbatas.
Ruang publik digital tetap eksis, tetapi mengalami fragmentasi politik dan
keterbatasan deliberasi. Temuan ini menegaskan bahwa kebebasan pers di
China dipengaruhi oleh kontrol digital dan governance algoritmik, bukan
hanya media tradisional. Integrasi teori normatif pers, media capture, dan
digital authoritarianism menyediakan kerangka konseptual komprehensif
untuk memahami bagaimana rezim otoriter modern mengelola informasi,
mempertahankan legitimasi politik, dan membatasi partisipasi publik.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi studi
demokrasi, media politik, dan otoritarianisme digital.

PENDAHULUAN

Fenomena empiris global menunjukkan bahwa kebebasan pers berada dalam
tekanan baru yang semakin kompleks, terutama ketika negara menggunakan instrumen
digital untuk mengendalikan narasi politik dan memonitor arus informasi publik. Di

Tiongkok, fenomena ini tampak paling jelas melalui perkembangan Great Firewall,
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algoritme sensor otomatis, dan kebijakan propaganda terpusat yang mengatur seluruh
ekosistem media. Pada masa pandemi COVID-19, intensitas sensor meningkat tajam:
liputan independen dibungkam, jurnalis ditahan, dan konten kritik dihapus dalam
hitungan detik (Freedom House, 2023; Chen & Yang, 2022). Kejadian-kejadian seperti
pembungkaman isu HAM di Xinjiang, penanganan protes publik, dan penghapusan
narasi historis sensitif menunjukkan bagaimana sistem kontrol pers bekerja secara
sistematis dan berlapis. Selain sensor resmi, tekanan politik dan self-censorship semakin
menguat sehingga membatasi ruang media untuk menjalankan fungsi informatif dan
kritik publik (Zhuang, 2022; SCID, 2024). Realitas empiris ini memperlihatkan tarik-
menarik antara kepentingan kekuasaan negara dan tuntutan transparansi masyarakat,
ketegangan yang membentuk wajah politik kontemporer China.

Dalam konstelasi politik modern, kebebasan pers memiliki urgensi strategis
karena berkaitan langsung dengan legitimasi negara, kualitas tata kelola, dan stabilitas
sistem politik. Pers yang bebas memungkinkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, menyediakan ruang deliberasi, serta menghubungkan
negara dengan warga secara lebih akuntabel. Bagi negara dengan karakter otoritarian
seperti China, kebebasan pers justru menjadi isu krusial: negara berupaya menjaga
stabilitas politik melalui kontrol informasi, sementara masyarakat semakin
membutuhkan transparansi untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan global
(Feng, 2021; Wright, 2024). Di era digital, urgensi kebebasan pers semakin besar karena
teknologi membuka ruang baru bagi mobilisasi opini publik, diplomasi digital, dan peran
media transnasional dalam membentuk persepsi politik. Ketika negara mengintensifkan
kontrol informasi melalui kecerdasan buatan, data governance, dan regulasi platform
digital, maka dampaknya tidak hanya mengenai jurnalisme, tetapi juga mengenai peran

negara, dinamika kekuasaan, dan masa depan kehidupan politik. Dengan demikian,
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kebebasan pers di China bukan sekadar isu media, melainkan isu strategis yang
menentukan arah demokrasi, stabilitas regional, dan tatanan politik internasional.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai sensor digital, propaganda
negara, dan jurnalisme di China, terdapat research gap yang penting. Penelitian yang
ada cenderung terfragmentasi: sebagian fokus pada sistem sensor internet, sebagian
pada relasi media, negara, sebagian pada protes digital, dan sebagian pada ekologi
media tradisional. Hingga kini belum ada kajian Systematic Literature Review (SLR)
komprehensif yang menggabungkan seluruh dimensi tersebut, politik, digitalisasi,
regulasi media, dan respon masyarakat, dalam satu analisis terpadu. Selain itu, literatur
terbaru mengenai algorithmic censorship, Al-driven propaganda, dan perubahan ekologi
ruang publik digital belum diintegrasikan secara sistematis dalam studi kebebasan pers
China. Fragmentasi inilah yang menciptakan ruang kosong dalam pemahaman teoretis
dan empiris mengenai pola kontrol informasi di rezim otoriter modern.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut melalui Systematic Literature
Review (SLR) atas penelitian internasional lima tahun terakhir (2020-2025) dalam
bidang kebebasan pers dan politik di China. Artikel ini bertujuan: (1) memetakan tema-
tema utama dalam riset terkini; (2) menganalisis dinamika sensor negara, propaganda
digital, self-censorship, dan bentuk-bentuk resistensi masyarakat; (3) mengevaluasi
dampak kebebasan pers terhadap sistem politik, legitimasi negara, dan ruang publik
digital; serta (4) menyusun sintesis teoretis mengenai hubungan antara kebebasan pers
dan otoritarianisme digital. Kontribusi dan urgensi penelitian ini terletak pada
kemampuannya memberikan gambaran strategis yang terpadu mengenai bagaimana
rezim otoritarian memproduksi dan mengontrol informasi di era digital. Novelty artikel
ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan literatur politik, komunikasi
digital, kajian media, dan governance authoritarian dalam satu kerangka SLR yang

komprehensif, sesuatu yang belum dilakukan secara menyeluruh oleh penelitian

Jurnal Pendidikan dan Dakwah (2) 1 Tahun 2025 # 68



AL PENDIDIKAN DAN DAKWAH

https://internationaljournal-isssh.com/index.php/jpd

sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik,
tetapi juga memberikan dasar empirik dan teoretis bagi analisis kebijakan, diplomasi,

dan studi demokrasi di kawasan Asia maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR)
untuk menghasilkan pemetaan konseptual mengenai kebebasan pers dalam konteks
politik dan otoritarianisme digital di China. Pemilihan SLR dilakukan untuk menjawab
kesenjangan penelitian terkait belum adanya sintesis terpadu yang menggabungkan
kajian sensor digital, propaganda negara, algoritmisasi kontrol informasi, ekologi media,
serta respons masyarakat. Penelitian mengikuti standar PRISMA 2020 serta pedoman
metodologi SLR dalam ilmu sosial (Snyder, 2019; Booth et al., 2021).

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data internasional seperti Scopus,
Web of Science, JSTOR, ScienceDirect, Wiley, Sage Journals, dan Taylor & Francis.
Penelusuran menggunakan kata kunci seperti 'press freedom', 'media censorship’,
'digital authoritarianism’, 'algorithmic surveillance', 'Chinese political communication’,
dan 'state propaganda', dengan pembatasan tahun 2020-2025 untuk menangkap
dinamika terbaru pada era kecerdasan buatan dan kontrol politik pasca COVID-19.
Proses seleksi literatur mengikuti alur PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan,
penilaian kelayakan teks penuh, dan tahap inklusi. Artikel dinilai kualitas
metodologisnya melalui kerangka CASP. Analisis literatur dilakukan dengan thematic
synthesis, meliputi open coding, axial coding, dan selective coding untuk menghasilkan
kerangka teoretis yang menjelaskan relasi antara kebebasan pers, sensor negara, dan
otoritarianisme digital. Pendekatan metodologis ini menjadi dasar novelty penelitian,

karena mengintegrasikan literatur lintas disiplin yang sebelumnya terfragmentasi.
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Penelitian memberikan kontribusi signifikan bagi kajian demokrasi, media politik, dan

otoritarianisme digital di Asia dan global.

Tabel PRISMA
Tahap PRISMA Penjelasan Jumlah Artikel
Identification Artikel ditemukan melalui berbagai 1.284

basis data

Identification Duplikasi dihapus 312
Screening Screening judul dan abstrak 972 lulu 311
Screening Artikel tidak relevan disingkirkan 661
Eligibility Full-text assessment 311 lulus 94
Eligibility Dikeluarkan (opini/non-akademik) 217
Included Artikel yang dianalisis 25

Proses identifikasi menghasilkan 1.284 artikel dari tujuh basis data internasional. Setelah
menghapus 312 duplikasi, sebanyak 972 artikel disaring berdasarkan judul dan abstrak.
Pada tahap ini, 661 artikel dieliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian.
Sebanyak 311 artikel masuk tahap full-text eligibility dan dinilai berdasarkan kedalaman
analisis, relevansi isu, serta kualitas metodologis. Setelah proses penilaian lebih lanjut,
25 artikel memenubhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai basis analisis tematik dalam

SLR ini.

LITERATURE REVIEW
Pers, Media, dan Teori Normatif Kebebasan Pers

Teori klasik mengenai peran pers atau media membangun fondasi normatif
bahwa media memiliki fungsi penting sebagai penjaga kebebasan berpendapat, kontrol
publik terhadap pemerintah, dan penyebar informasi yang memungkinkan
akuntabilitas. Dalam tradisi teori pers seperti yang dikembangkan dalam Four Theories
of the Press (Siebert, Peterson & Schramm, 1956), media dibayangkan dalam beberapa
model, dari model libertarian (bebas dari kontrol negara), model social responsibility

(memadukan kebebasan media dengan tanggung jawab sosial), sampai model negara
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atau otoriter, tergantung rezim politik dan struktur kekuasaan. Dalam model libertarian
dan social responsibility, pers idealnya menjadi ruang publik untuk penyebaran
informasi, kritik dan kontrol terhadap kekuasaan, serta penguatan demokrasi.

Literatur kontemporer masih menekankan relevansi fungsi normatif ini. Sebagai
contoh, McQuail (2010) menunjukkan bahwa media memiliki peran sosial sebagai
"penyebar informasi", "monitor publik", dan "forum diskusi publik" fungsi yang sangat
penting dalam sistem yang demokratis. Ketika kebebasan pers ditekan, maka fungsi-
fungsi ini melemah, dan pluralitas suara serta transparansi publik tergerus. Oleh karena
itu, teori normatif pers atau media tetap menjadi basis konseptual utama ketika menilai
kondisi media di rezim otoriter. Dalam konteks China, kerangka normatif ini digunakan
sebagai tolok ukur: seberapa jauh media di sana mendekati ideal media bebas dan kritis,
atau sebaliknya, telah diubah menjadi alat kekuasaan. Analisis berdasarkan teori
normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi apakah struktur regulasi media,
sensor, dan kontrol politik telah menghapus fungsi sosial media sebagai ruang publik.
Media Capture, Kontrol Negara, dan Propaganda dalam Rezim Otoriter

Namun, di banyak negara dengan rezim non-demokratis, teori normatif tentang
kebebasan pers tidak cukup. Di sinilah muncul konsep Media Capture, yaitu kondisi di
mana media, meskipun secara formal ada dan berfungsi, pada kenyataannya berada di
bawah kendali politik atau ekonomi yang dominan (Djankov, McLeish, Nenova, &
Shleifer, 2003). Media capture terjadi melalui konsentrasi kepemilikan media, regulasi
perizinan yang ketat, sensor institusional, tekanan ekonomi, dan mekanisme kontrol
lainnya. Dalam situasi media capture, media tidak lagi independen; pluralitas suara pun
nyaris hilang. Media berfungsi sebagai alat propaganda, mendukung narasi resmi
kekuasaan, dan meminimalkan kritik terhadap negara.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa media capture bukan hanya fenomena

masa lalu, tetapi juga relevan dalam konteks kontemporer, terutama di negara-negara
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dengan kontrol politik kuat. Di Kerala misalnya (meskipun bukan China), penelitian
menunjukkan bagaimana media lokal dikendalikan oleh jaringan kekuasaan politik dan
ekonomi, sehingga kebebasan editorial tergerus (Singh, 2019). Dalam rezim otoriter
seperti China, struktur politik dan regulasi media memungkinkan media capture secara
sistemik. Artikel yang mengkaji sistem media di negara-negara otoriter menyimpulkan
bahwa kontrol negara terhadap media sangat menentukan apakah media bisa
menjalankan fungsi sosialnya (Voltmer, 2013). Oleh karena itu, teori media capture
menjadi kerangka kritis untuk menganalisis kondisi pers di China: bukan sekadar
mengevaluasi isi berita, tetapi memahami relasi struktural antara negara, regulasi,
kepemilikan media, dan kebebasan pers.

Era Digital: Digital Authoritarianism, Algorithmic Censorship, dan Governance
Informasi

Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi digital, internet, dan media
sosial memperkenalkan dimensi baru dalam kontrol informasi dan media. Konsep Digital
Authoritarianism menjadi kerangka teoretis penting untuk memahami bagaimana rezim
otoriter modern menggunakan kekuatan teknologi untuk memperkuat kontrol terhadap
media dan ruang publik (Deibert, 2019; Kreps & Davies, 2020). Digital authoritarianism
mencakup mekanisme seperti sensor otomatis, regulasi konten platform, pengawasan
digital, pembatasan akses internet, dan algoritma yang memprioritaskan atau
memblokir konten tertentu, semua untuk menjaga narasi resmi dan membatasi kritik
publik.

Salah satu aspek kunci dari digital authoritarianism adalah Algorithmic
Censorship, yaitu penggunaan algoritma, kecerdasan buatan, dan sistem otomatis untuk
memfilter, menapis, atau menghapus konten yang dianggap sensitif oleh rezim (Roberts,
2018; King, Pan, & Roberts, 2017). Dalam konteks China, sistem seperti “Great Firewall”

serta regulasi ketat terhadap media sosial dan platform digital memungkinkan kontrol
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tingkat tinggi terhadap arus informasi (Creemers, 2018; Qiang, 2019). Literatur terbaru
menunjukkan bahwa algoritma, sensor otomatis, dan regulasi platform telah menjadi
instrumen utama rezim untuk membatasi kebebasan berekspresi, menyensor kritik, dan
memonitor wacana publik (King & Pan, 2017; Roberts, 2018). Dengan demikian, dalam
kerangka teoretis kontemporer, kebebasan pers tidak hanya ditentukan oleh struktur
kepemilikan media atau regulasi tradisional, tetapi juga oleh bagaimana negara
memanfaatkan teknologi digital untuk mengontrol informasi. Digital authoritarianism
menyediakan kerangka untuk memahami kontrol informasi yang multi-dimensi:
institusional, teknologis, dan ideologis.

Ruang Publik Digital, Opini Publik, dan Deliberasi dalam Era Media Baru

Teori klasik ruang publik yang digagas oleh Jliirgen Habermas menggarisbawahi
peran media sebagai arena publik di mana warga dapat berdiskusi, bertukar opini, dan
mengawasi kekuasaan, aspek esensial bagi demokrasi deliberatif. Namun, dengan
munculnya media digital dan media sosial, ruang publik tradisional mengalami
transformasi. Literatur kontemporer tentang media digital dan demokrasi menunjukkan
bahwa media baru memungkinkan munculnya ruang publik alternatif: warganet dapat
berbicara, berbagi informasi, membentuk opini, dan bahkan melakukan aksi kolektif
secara daring (Chadwick, 2013; Dahlberg, 2001). Ruang publik digital ini berpotensi
memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi deliberatif.

Namun dalam kerangka digital authoritarianism dan media capture, ruang publik
digital sering kali dimonopoli atau dibatasi oleh kontrol negara. Sensor otomatis,
regulasi platform, penghapusan konten kritis, dan pengawasan digital membatasi
kebebasan berekspresi dan menghambat pluralitas serta diskursus publik. Akibatnya,
fungsi demokratis media sebagai ruang publik, sebagai arena for deliberation, kritik, dan

akuntabilitas terdegradasi. Dengan demikian, analisis kondisi media di China harus
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memperhitungkan bagaimana ruang publik digital dibentuk, dibatasi, atau direkayasa
oleh struktur kekuasaan dan teknologi.
Integrasi: Digital Authoritarianism sebagai Sistem Hegemonik Informasi

Menggabungkan teori normatif tentang kebebasan pers, konsep media capture,
dan literatur digital authoritarianism, kerangka teoritis ini menyimpulkan bahwa di
rezim seperti China terdapat sebuah sistem hegemonik informasi (information
hegemonic system). Dalam sistem ini negara, melalui regulasi, kepemilikan media,
kontrol institusional, serta teknologi digital dan algoritma, memonopoli ruang media
dan ruang publik. Hegemoni informasi ini memastikan bahwa narasi resmi tetap
dominan, kritik dimarginalkan, dan pluralitas suara ditekan.

Sistem hegemonik informasi beroperasi dalam beberapa pilar saling berkaitan:
pertama, institusional, melalui regulasi media, perizinan, sensor, dan kepemilikan;
kedua, teknologi, melalui firewall, sensor algoritmik, pengawasan platform; ketiga,
ideologis dan naratif melalui propaganda, framing media, delegitimasi kritik, serta
kontrol opini publik. Ketika ketiga pilar ini aktif secara bersamaan, kebebasan pers dan
ruang publik independen hampir mustahil eksis. Dengan kerangka ini, kebebasan pers
bukan lagi sekadar tentang independensi media tradisional atau etika jurnalistik, tetapi
juga mengenai siapa yang mengendalikan informasi, bagaimana narasi dibentuk, siapa
yang memiliki akses ke platform publik, serta bagaimana warga dapat berpartisipasi
dalam wacana politik. Kerangka ini memungkinkan analisis kritis terhadap bagaimana
rezim otoriter modern mempertahankan legitimasi dan kontrol, terutama melalui
kontrol informasi dan media.

Penerapan kerangka ini dalam kajian literatur mengenai kebebasan pers di China
memungkinkan beberapa hal. Pertama, peneliti dapat mengkategorikan temuan dalam
literatur berdasarkan pilar-pilar sistem hegemonik informasi: regulasi institusional,

kontrol teknologi, dan tekanan naratif. Kedua, kerangka ini membantu mengevaluasi
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apakah ada tindakan resistensi, baik melalui media alternatif, jurnalisme warga,
penggunaan VPN, atau kanal digital underground yang mampu menembus hegemonik
informasi. Ketiga, kerangka ini membuka ruang untuk analisis komparatif antara China
dan negara lain dengan rezim otoriter, serta perbandingan antara era pra-digital dan era
digital dalam hal kebebasan pers.

Lebih jauh, kerangka ini menegaskan bahwa dalam studi kebebasan pers
modern, aspek teknologi dan governance informasi harus menjadi bagian integral tidak
bisa dilepaskan dari analisis regulasi, politik, dan kekuasaan. Ini penting agar analisis
tidak jatuh hanya pada konten media, tetapi juga struktur kekuasaan dan mekanisme

kontrol di balik produksi informasi.

PEMBAHASAN
Tema Utama dalam SLR atas Kebebasan Pers di Cina

Analisis terhadap 25 artikel internasional bereputasi (2020—2025) mengungkap
empat kluster tematik yang mendominasi diskursus kebebasan pers dan politik di China:
(1) sensor dan infrastruktur digital, (2) propaganda negara dan Al-driven
communication, (3) ekologi media dan self-censorship, dan (4) respons masyarakat serta
resistensi digital. Keempat kluster ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk
sebuah pola kontrol informasi yang terstruktur, adaptif, dan terintegrasi dalam model
digital authoritarianism (Feldstein, 2021; Bradshaw & Howard, 2023).

Pertama, tema mengenai sensor digital dan mekanisme kontrol informasi
muncul sebagai temuan paling dominan. Literatur menegaskan bahwa China telah
mengembangkan sistem sensor multi-lapis berbasis Al-moderation, keyword filtering,
dan real-time monitoring yang berfungsi bukan hanya menyaring informasi, tetapi juga

membentuk perilaku media dan publik (Yang & Chen, 2022; King, Pan, & Roberts, 2023).
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Sistem sensor tersebut semakin intensif pada konteks politik sensitif seperti pandemi
COVID-19, isu Xinjiang, dan kritik terhadap elite Partai.

Kedua, propaganda ecosystem menjadi kluster yang sangat menonjol. Kajian
mutakhir menjelaskan bahwa China tidak lagi mengandalkan propaganda tradisional,
tetapi memperluas ke computational propaganda: penggunaan bot, micro-targeting,
dan manipulasi algoritmik untuk mengarahkan opini publik dalam negeri maupun global
(Hobbs & Roberts, 2021; Huang, 2024).

Ketiga, dinamika self-censorship di kalangan jurnalis, akademisi, dan platform
digital muncul sebagai pola yang signifikan. Self-censorship bukan hanya hasil tekanan
negara, tetapi diproduksi sebagai habitus yang telah menginternalisasi norma politik
Partai (Zhuang, 2022; Tang, 2024). Ekologi media menjadi terbatas pada ruang yang
“aman secara politik”.

Keempat, terdapat temuan mengenai resistensi publik yang meskipun
tersembunyi, tetap hadir dalam bentuk code-switching online, citizen documentation,
dan penggunaan platform luar negeri (Chan & Lee, 2023). Namun, bentuk resistensi ini
tetap tidak mampu mendobrak struktur kontrol negara. Temuan dengan metode SLR ini
menunjukkan bahwa kebebasan pers di China dibentuk oleh interaksi antara kreativitas
negara dalam mengembangkan teknologi kontrol dan adaptasi masyarakat dalam

mengelola ruang publik yang makin terkontrol.

Kebebasan Pers dalam Rezim Otoritarian Digital China
1. Sensor Digital sebagai Instrumen Inti Otoritarianisme Modern

Temuan penelitian ini menegaskan secara kuat relevansi konsep networked
authoritarianism (MacKinnon, 2012) dalam memahami bagaimana negara seperti China
memanfaatkan infrastruktur digital bukan sekadar sebagai sarana teknis, melainkan

sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan stabilitas dan memproduksi
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legitimasi politik. Dalam kerangka ini, negara tidak memutus jaringan digital seperti
rezim otoriter klasik, tetapi justru mengembangkan sistem informasi yang sangat
terkoneksi dan terkontrol untuk memastikan bahwa aliran data, informasi, dan
diskursus publik dapat diarahkan sesuai kepentingan negara. Penggunaan great
Firewall, pemantauan algoritmik, serta praktik real-time content moderation
menunjukkan bagaimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak hanya ingin
mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh disebarkan, tetapi juga mengelola
keseluruhan arsitektur komunikasi publik sehingga tetap kompatibel bagi produksi
stabilitas politik. Pola ini menjelaskan transformasi otoritarianisme dari bentuk
tradisional yang mengandalkan represi langsung menjadi bentuk yang lebih canggih,
adaptif, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, negara memposisikan kontrol
informasi sebagai fondasi bagi proyek politik jangka panjang, di mana ruang digital
bukan hanya objek pengawasan, tetapi arena yang harus direkayasa agar membentuk
persepsi publik yang sinkron dengan narasi negara. Dengan demikian, kondisi kebebasan
pers di China bukan sekadar soal pembatasan berita atau sensor terhadap konten
tertentu, tetapi tentang bagaimana negara mengorkestrasi seluruh ekosistem
komunikasi untuk menghasilkan keteraturan politik yang berkelanjutan dan tahan
terhadap gejolak sosial di era digital.

Sensor digital yang diterapkan China terbukti bukan sekadar tindakan represif,
melainkan praktik governmentality modern yang memfungsikan teknologi sebagai
perangkat pengelolaan populasi dan pengaturan perilaku politik warga (Creemers,
2021). Dalam logika governmentality, negara tidak hanya melarang atau membatasi,
tetapi juga membentuk preferensi, membimbing perilaku, dan mengonstruksi horizon
berpikir masyarakat sehingga apa yang dianggap “wajar”, “aman”, dan “patriotik” telah
ditanamkan melalui siklus interaksi digital yang teratur. Pendekatan ini memungkinkan

China untuk menjaga stabilitas politik tanpa harus menggunakan represi fisik secara
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masif, karena kontrol digital yang canggih mampu menghasilkan kepatuhan melalui
norm internalization. Pemanfaatan machine learning, pemantauan pola komunikasi
publik, dan algoritme deteksi sentimen politik melahirkan bentuk pengawasan prediktif
yang mampu mengantisipasi potensi ketidakstabilan bahkan sebelum berkembang
menjadi isu besar. Pola pengawasan ini sejalan dengan gagasan digital authoritarianism
(Feldstein, 2021), yang menekankan bahwa rezim otoriter modern mengandalkan
kemampuan teknologi tinggi untuk menciptakan masyarakat yang dapat dikendalikan
tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi atau modernitas digital. Artinya, negara dapat
menjalankan logika kapitalisme digital sembari mempertahankan kontrol politik yang
ketat. Model ini memperlihatkan perbedaan fundamental antara pengelolaan media di
negara demokratis dan negara otoriter: jika demokrasi bertumpu pada dialektika ruang
publik, otoritarianisme digital mengorganisasi ruang publik menjadi sarana reproduksi
kekuasaan. Dengan demikian, sensor di China tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya
pelarangan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pemerintahan yang bertujuan
membentuk subjek politik yang patuh dan terprediksi.

Temuan SLR juga menunjukkan bahwa praktik sensor dan pengawasan digital di
China konsisten dengan teori authoritarian resilience (Nathan, 2020), di mana rezim
otoriter tidak statis, tetapi mampu beradaptasi dengan tantangan baru melalui inovasi
institusional dan teknologi. Adaptasi ini tampak dalam cara negara mengintegrasikan big
data analytics dan Al-driven monitoring ke dalam birokrasi pengawasan, membuat
kontrol informasi menjadi lebih responsif dan fleksibel terhadap dinamika sosial. Rezim
tidak lagi bereaksi setelah kritik muncul, tetapi mampu mengantisipasi pola diskursus
yang berpotensi mengganggu legitimasi politik. Pendekatan ini juga memperlihatkan
bahwa keberhasilan otoritarianisme digital bergantung pada kemampuan negara
menciptakan keseimbangan antara represi, persuasi, dan information management.

Dalam konteks China, sensor tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh struktur sosial-
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politik yang memperkuat legitimasi Partai, termasuk sistem pendidikan, media negara,
hingga platform governance yang mensyaratkan kepatuhan perusahaan teknologi
terhadap regulasi politik. Pola ini menghasilkan ekosistem yang secara simultan
menekan konten kritis dan memproduksi narasi yang meneguhkan identitas politik
Partai. Dalam kerangka teori propaganda model (Herman & Chomsky, 2002), kondisi ini
menggambarkan bagaimana sistem media dapat dikonstruksi untuk secara otomatis
menyaring konten melalui mekanisme institusional yang telah terinternalisasi oleh aktor
media. Namun berbeda dari konteks liberal-kapitalis yang digambarkan Herman dan
Chomsky, penyaringan di China bukan produk pasar, tetapi produk kekuasaan politik
yang terpusat. Dengan demikian, adaptasi teknologi yang dilakukan negara memperkuat
ketahanan rezim, menjadikan ruang digital sebagai arena politik yang secara struktural
disesuaikan untuk mempertahankan keberlangsungan otoritarianisme.

Dalam keseluruhan konteks tersebut, China mempraktikkan model kontrol dua
arah yang bekerja simultan dan berkelanjutan, yakni blocking terhadap informasi yang
berbahaya bagi legitimasi negara dan boosting terhadap narasi yang memperkuat
identitas politik Partai Komunis Tiongkok. Mekanisme ganda ini memperlihatkan bahwa
negara tidak hanya berfokus pada kepatuhan negatif (mencegah penyebaran kritik),
tetapi juga memproduksi kepatuhan positif berupa internalisasi nilai dan narasi yang
mendukung stabilitas politik. Blocking dilakukan melalui penghapusan konten,
pemadaman kata kunci, pemblokiran situs, dan pembatasan akses informasi. Sementara
boosting berjalan lewat propaganda digital, kampanye patriotik, manipulasi algoritmik,
hingga computational propaganda yang memanfaatkan bot atau akun terkoordinasi
untuk mengarahkan opini publik. Keduanya bersatu membentuk apa yang oleh literatur
disebut sebagai authoritarian information order, sebuah tatanan informasi yang
terkelola dengan presisi tinggi untuk memastikan bahwa ruang publik tetap bergerak

dalam orbit kepentingan negara (Bradshaw & Howard, 2023). Dalam konteks teori ruang
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publik (Habermas, 1989), kondisi ini mencerminkan transformasi radikal di mana ruang
diskursus tidak lagi menjadi arena deliberasi bebas, melainkan arena terstruktur yang
telah dikurasi. Implikasi dari mekanisme ganda ini adalah terciptanya ruang publik digital
yang “stabil tetapi tidak bebas,” di mana kritik mungkin muncul tetapi segera tenggelam
dalam arus narasi yang dikendalikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa otoritarianisme
digital China bukan hanya defensif, tetapi ofensif: bukan sekadar mencegah ancaman,
tetapi membentuk realitas politik yang menguntungkan negara. Dengan demikian,
strategi kontrol dua arah ini mengukuhkan China sebagai model paling matang dalam
praktik otoritarianisme digital kontemporer.
2. Ekosistem Propaganda Berbasis Al dan Reproduksi Kekuasaan Politik
Perkembangan korpus literatur lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran
signifikan dari pola propaganda klasik menuju model Al-driven propaganda, yakni sistem
propaganda yang memanfaatkan pembelajaran mesin dan analitik algoritmik untuk
memantau, memprediksi, serta memodulasi preferensi publik secara real-time
(Falkenheim, 2024; Woolley, 2021). Pergeseran ini sejalan dengan teori digital
authoritarianism yang menekankan bagaimana rezim otoriter memanfaatkan teknologi
digital untuk memproduksi wacana politik yang stabil dan terkontrol (Deibert, 2019).
Dalam konteks China, propaganda tidak lagi bertumpu pada pesan yang bersifat top-
down sebagaimana model propaganda tradisional, tetapi berkembang menjadi
ekosistem kompleks yang menggabungkan behavioral data, sentiment mining, dan
algoritme rekomendasi untuk mengoptimalkan dampak psikologis dan politis dari setiap
pesan yang disebarkan. Dengan demikian, proses propaganda menjadi jauh lebih presisi
dan terukur karena negara dapat mengidentifikasi kelompok sosial yang paling rentan
terhadap perubahan opini, sekaligus menguji efektivitas pesan dalam skala besar
dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai pada era pra-digital. Temuan literatur

menunjukkan bahwa kecerdasan buatan kini berperan sebagai “arsitek” narasi politik,
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memungkinkan pemerintah untuk mengatur penyebaran konten secara dinamis
sehingga propaganda tampil bukan sebagai instrumen represi, tetapi sebagai bagian dari
pengalaman digital keseharian warga. Dalam kerangka teori media capture (Djankov et
al., 2003), kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol negara tidak hanya hadir pada
tingkat institusional, tetapi merembes hingga ke struktur teknologis platform digital
yang digunakan masyarakat. Pendekatan inilah yang membuat propaganda modern di
China tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga membentuk horizon
kognitif warga mengenai apa yang wajar, patriotik, dan dapat diterima secara politik.
Propaganda digital dalam konteks China tidak hanya beroperasi di ruang
domestik seperti Weibo, WeChat, Douyin, atau platform-platform lokal lainnya, tetapi
juga melampaui batas geografis melalui ekspansi strategis ke platform global, khususnya
Twitter/X, YouTube, Instagram, dan Facebook platform yang secara ironis diblokir bagi
warga domestik tetapi dimanfaatkan untuk diplomasi publik internasional. Penyebaran
narasi melalui akun-akun resmi diplomat China, jaringan influencer pro-negara, serta
akun bot yang dikelola secara sentral mencerminkan berkembangnya strategi
geopolitical narrative engineering yang dikenal sebagai wolf warrior diplomacy (Huang,
2024). Sikap ofensif ini menjelaskan bagaimana China memanfaatkan ruang publik
global sebagai arena kontestasi wacana, bukan lagi sekadar lokasi untuk
mempertahankan citra, tetapi untuk mendistribusikan ideologi, menantang narasi
Barat, dan memperluas discursive power dalam politik internasional. Pola ini sejalan
dengan teori networked authoritarianism yang menegaskan bahwa rezim otoriter dapat
bersifat adaptif terhadap infrastruktur digital global tanpa harus mengadopsi norma-
norma demokratis yang melekat pada teknologi tersebut (MacKinnon, 2012). China
menggunakan jaringan digital global sebagai medium untuk memperebutkan
representasi politik, termasuk isu HAM, Taiwan, Xinjiang, dan tatanan internasional

multipolar. Dengan demikian, propaganda China mengalami transformasi fundamental
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dari bentuk domestik yang defensif menjadi bentuk transnasional yang ofensif dan
ekspansif. Hal ini menunjukkan bahwa propaganda digital tidak hanya alat penguatan
legitimasi internal, tetapi bagian integral dari strategi soft power dan instrumentasi
geopolitik yang menyandarkan diri pada infrastruktur komunikasi global yang semakin
terpusat pada platform komersial berbasis algoritme.

Penggunaan analitik data besar (big data analytics) memungkinkan Partai
Komunis Tiongkok mengidentifikasi potensi ancaman terhadap opini publik jauh lebih
cepat dan presisi dibandingkan mekanisme sensor tradisional. Literatur menunjukkan
bahwa model pengawasan prediktif ini membuat batas antara propaganda dan deteksi
risiko menjadi semakin kabur, karena negara dapat memetakan dinamika percakapan
online, memantau influencer kunci, mengukur tingkat sentimen negatif, dan
memprediksi kapan suatu isu dapat bereskalasi menjadi ancaman politik (Roberts, 2018;
King, Pan, & Roberts, 2017). Dalam perspektif algorithmic censorship, sensor bukan lagi
tindakan reaktif, tetapi tindakan anticipatory governance yang menghapus atau
meredam potensi gangguan bahkan sebelum menjadi wacana besar. Keberadaan model
prediktif ini menjadikan propaganda lebih responsif dan terukur, serta mampu
menyerap dinamika sosial seperti keluhan warga, ketidakpuasan terhadap kebijakan
publik, atau isu sensitif terkait ekonomi dan keamanan. Dalam kerangka authoritarian
resilience (Nathan, 2020), kemampuan negara untuk mengadaptasi dan memodulasi
pesan politik berdasarkan data real-time menunjukkan ketangguhan institusional yang
membuat rezim tetap stabil meski menghadapi tekanan internal maupun eksternal.
Responsivitas propaganda yang didukung teknologi ini melahirkan kondisi di mana
pesan politik negara menjadi sulit dibedakan dari diskursus organik warga. Pada titik ini,
propaganda tidak lagi muncul sebagai instrumen eksternal kekuasaan, tetapi menjadi
bagian melekat dari pengalaman digital masyarakat, menyatu dengan percakapan publik

dan algoritme platform.
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terbangunnya apa yang dapat disebut sebagai “kenormalan politik” yang diproduksi
secara digital, yakni kondisi di mana struktur informasi yang dikurasi negara
menciptakan persepsi stabilitas, kesepakatan publik, dan legitimasi politik yang seolah-
olah terbentuk secara natural. Dalam perspektif teori ruang publik (Habermas, 1989),
kondisi ini menggambarkan erosi ruang deliberatif karena wacana yang beredar bukan
hasil pertukaran opini bebas, tetapi hasil kurasi algoritmik yang diarahkan negara.
Propaganda bekerja tidak hanya untuk membungkam suara kritis, tetapi juga untuk
membentuk horizon berpikir masyarakat tentang apa yang pantas diperdebatkan dan
apa yang tidak. Lebih jauh, dalam kerangka governmentality (Creemers, 2021), produksi
kenormalan politik ini berfungsi sebagai mekanisme pembentukan subjek politik yang
patuh dan tidak menyadari bahwa preferensi mereka telah dibentuk secara tidak
langsung oleh intervensi negara. Oleh karena itu, propaganda bukan lagi sekadar pesan
yang disebarkan, tetapi sistem epistemik yang mempengaruhi cara warga menafsirkan
realitas. Temuan SLR memperlihatkan bahwa Al-driven propaganda memperkuat media
capture dalam skala yang lebih subtil namun lebih efektif karena bekerja melalui logika
platform digital. Di sinilah tampak bahwa otoritarianisme digital China bukan hanya
sistem represi informasi, tetapi sistem rekayasa persepsi yang kompleks. Akibatnya,
kontrol pers tidak sekadar menghilangkan suara kritis, tetapi memproduksi dunia sosial
yang selaras dengan kepentingan negara, menjadikan propaganda tidak tampak sebagai
propaganda, melainkan sebagai kenyataan politik sehari-hari.
3. Ekologi Media, Self-Censorship, dan Fragmentasi Ruang Publik

Hasil SLR menunjukkan bahwa self-censorship berfungsi sebagai mekanisme
kontrol informasi yang paling subtil sekaligus paling efektif dalam rezim otoriter modern.
Dalam banyak studi tentang China, efek ini tidak hanya ditemukan pada jurnalis, tetapi

juga pada akademisi, pekerja teknologi, dan bahkan platform digital yang secara
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struktural terdorong untuk menyesuaikan diri dengan garis kebijakan Partai tanpa perlu
instruksi eksplisit. Temuan ini selaras dengan propaganda model Herman dan Chomsky
(2002), yang menegaskan bahwa proses penyaringan informasi dapat berlangsung
secara otomatis melalui tekanan pasar, insentif politik, struktur regulasi, dan norma
institusional. Dalam konteks China, logika filtrasi tersebut beroperasi lebih dalam karena
disertai dengan ekosistem hukum yang tidak pasti, di mana batas-batas “apa yang boleh
dan tidak” sengaja dibiarkan kabur untuk mendorong kehati-hatian berlebih. Akibatnya,
pelaku media meng internalisasi rasa waspada sebagai bagian dari etika profesional,
menciptakan apa yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai “governance through
ambiguity.” Dinamika ini semakin diperkuat oleh budaya politik Partai yang hegemonik,
di mana loyalitas ideologis tidak hanya diwajibkan, tetapi dianggap sebagai prasyarat
memperoleh stabilitas karier dan eksistensi institusional. Dengan demikian, self-
censorship tidak lagi sekadar strategi bertahan hidup, tetapi menjadi bagian dari
infrastruktur psikologis dan epistemik yang membentuk praktik komunikasi publik.
Efektivitasnya terletak pada sifatnya yang tidak terlihat: kontrol tidak datang dari
paksaan eksternal, melainkan dari internalisasi risiko oleh para aktor komunikasi itu
sendiri.

Dalam konteks praktik jurnalisme dan ruang digital China, mekanisme self-
censorship ini bekerja sinergis dengan struktur digital yang dirancang untuk
memaksimalkan kepatuhan. Ancaman sanksi hukum—mulai dari UU Keamanan
Nasional, UU Keamanan Siber, hingga peraturan konten digital—menjadi latar yang
menciptakan kalkulasi risiko permanen bagi pengguna internet maupun institusi media.
Namun, penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa unsur paling menentukan
bukanlah ancaman formal semata, melainkan tekanan institusional yang timbul dari
persaingan antar-redaksi, model bisnis platform, dan kebijakan internal perusahaan

teknologi yang ingin mempertahankan akses, pendanaan, serta posisi di ekosistem
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politik. Di sisi lain, ketidakjelasan regulatif berfungsi sebagai alat pemerintah untuk
meluaskan jangkauan kontrol: ketika batas-batas tidak jelas, aktor-aktor media selalu
memilih batas paling aman, sehingga secara praktis memperluas sensor tanpa intervensi
langsung negara. Fenomena ini dapat dibaca melalui teori authoritarian resilience, di
mana negara otoriter mampu mempertahankan stabilitas dengan menciptakan
mekanisme adaptif yang membuat masyarakat menyensor diri secara sukarela. Pada
titik ini, self-censorship menjadi “modal sosial negatif” sebuah habitus baru yang
menghasilkan warga yang kompeten dalam menghindari risiko politik sambil tetap
berpartisipasi di ruang digital. Alih-alih mematikan partisipasi, mekanisme ini
menciptakan bentuk keterlibatan yang depolitisasi: warga tetap aktif, tetapi dalam
batas-batas yang telah dinormalisasi oleh struktur kekuasaan.

Implikasi dari mekanisme self-censorship tersebut terlihat jelas dalam
transformasi ruang publik digital. Mengacu pada teori ruang publik Habermas (1989),
ruang digital idealnya menawarkan kemungkinan deliberasi rasional yang terbuka.
Namun, temuan SLR memperlihatkan bahwa ruang publik di China mengalami apa yang
dapat disebut sebagai “fragmentasi politik terkelola,” yaitu kondisi ketika diskusi publik
tidak hilang, tetapi dipetakan ke zona-zona aman yang tidak mengganggu legitimasi
negara. Dalam ekosistem seperti itu, warga dapat mengekspresikan opini, tetapi hanya
pada isu non-sensitif atau pada narasi sosial yang kompatibel dengan kebijakan
pemerintah. Pada saat yang sama, teknologi platform dengan algoritma penyaring
konten menciptakan architecture of visibility, yaitu struktur yang menentukan konten
apa yang boleh terlihat, diabaikan, atau diprioritaskan. Struktur ini tidak hanya
membentuk pola konsumsi informasi, tetapi juga membentuk persepsi tentang apa yang
dianggap normal, benar, atau layak diperdebatkan. Ketika warga berulang kali
beroperasi dalam ekosistem seperti itu, mereka menginternalisasi persepsi bahwa isu

yang tidak muncul di ruang digital adalah isu yang memang tidak layak dibahas. Di sinilah
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kontrol negara mencapai bentuk paling efektif: bukan dengan membungkam suara
keras, tetapi dengan membentuk imajinasi kolektif tentang batas-batas politik yang
dapat diterima. Ruang publik tetap aktif, tetapi dimodifikasi agar tetap kompatibel
dengan stabilitas politik Partai. Dengan demikian, self-censorship berperan sebagai inti
dari networked authoritarianism, menjembatani kebutuhan otoritarianisme untuk
menjaga legitimasi sekaligus memanfaatkan infrastruktur digital sebagai ruang
partisipasi terbatas.
4. Resistensi Publik: Mikro-Level Dissidence di Tengah Struktur Makro yang Otoriter
Meskipun negara menerapkan kontrol yang sangat kuat atas infrastruktur digital,
hasil SLR memperlihatkan bahwa resistensi tetap muncul dalam berbagai bentuk yang
bersifat kecil, terdesentralisasi, dan tidak terkoordinasi. Resistensi ini bekerja dalam
celah-celah struktural yang tidak sepenuhnya dapat ditutup oleh negara karena sifat
teknologi digital yang selalu menyediakan ruang improvisasi. Penelitian Chan dan Lee
(2023) menunjukkan bahwa warga sering menggunakan metafora, humor, ironi, atau
bentuk cryptic online speech sebagai cara mengalihkan algoritma sensor. Praktik ini
memperlihatkan bahwa warga tidak sepenuhnya pasif, melainkan secara kreatif
mengembangkan strategi diskursif untuk mempertahankan otonomi dalam komunikasi
mereka. Contoh paling menonjol muncul pada awal pandemi COVID-19 di Wuhan, ketika
warga secara kolektif mendokumentasikan kejadian di lapangan dan menyebarkannya
melalui jaringan informal, termasuk screenshot, repost anonim, dan penggunaan
karakter alternatif untuk menghindari deteksi mesin. Selain itu, migrasi digital ke
platform luar negeri seperti Twitter atau Telegram, serta keterlibatan komunitas
diaspora yang memproduksi kontra-narasi, memperkuat dinamika resistensi yang
bersifat lintas batas. Fenomena ini dapat dipahami melalui lensa networked
counterpublics, di mana kelompok-kelompok marginal atau tertekan menggunakan

teknologi digital untuk membangun ruang alternatif bagi ekspresi politik. Namun,
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resistensi semacam ini tetap sangat rentan karena tidak terorganisasi, tidak stabil, dan
beroperasi pada ruang yang berada di bawah ancaman hukuman hukum maupun
penyensoran platform. Resistensi ini bertahan bukan karena ia kuat, tetapi karena
negara tidak bisa sepenuhnya menghilangkan ruang spontanitas teknologi digital.
Munculnya resistensi mikro-level tersebut memperkuat argumen bahwa ruang
publik digital di China tidak sepenuhnya mati, tetapi berada dalam kondisi yang dapat
disebut sebagai muted public sphere sebagaimana digambarkan oleh Wang (2021).
Dalam kondisi ini, ruang publik tetap ada, tetapi terdistorsi dan teredam oleh struktur
kekuasaan yang sangat dominan. Warga memiliki kapasitas untuk berbicara, tetapi
pilihan bahasa, platform, dan waktu untuk berbicara sangat dibatasi oleh kalkulasi risiko.
Fenomena ini dapat dibaca melalui teori networked authoritarianism, di mana negara
tidak berusaha menghilangkan ruang publik, melainkan membentuknya agar tetap
aman bagi stabilitas politik. Resistensi yang muncul lebih sering berupa ekspresi
terfragmentasi, sentiment sementara, atau aksi spontan yang tidak memiliki
kemampuan membangun memori kolektif jangka panjang. Ketidakmampuan resistensi
ini untuk berkembang menjadi gerakan kolektif besar bukan hanya karena represi
negara, tetapi juga karena logika platform yang membatasi penyebaran konten sensitif
melalui algoritma, serta karena warga sendiri telah menginternalisasi batas-batas politik
yang ada. Dalam konteks ini, resistensi justru memperlihatkan bagaimana struktur
kekuasaan berhasil menciptakan kondisi di mana warga dapat mengeluarkan suara,
namun hanya di ruang yang tidak mengancam. Dengan kata lain, resistensi berfungsi
sebagai “katup sosial,” memungkinkan pelepasan tekanan tanpa menghasilkan
perubahan struktural. Ini selaras dengan kerangka authoritarian resilience, di mana
negara otoriter mempertahankan stabilitas melalui kombinasi antara represi selektif
dan toleransi terbatas terhadap ekspresi tertentu yang tidak berisiko. Hasilnya adalah

ruang publik yang tampak hidup, tetapi secara politik mandul.
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Meskipun resistensi digital hadir dalam bentuk-bentuk kreatif dan pada momen
tertentu dapat memancing solidaritas publik, ia tetap gagal menggeser struktur makro
karena negara menjalankan strategi tiga lapis yang mengombinasikan sensor adaptif,
propaganda berbasis Al, dan regulasi ketat atas platform digital. Sensor adaptif
memungkinkan negara memantau pola komunikasi publik secara real-time dan
menyesuaikan intervensinya sesuai situasi. Sementara itu, propaganda yang didukung
big data dan machine learning memungkinkan negara bukan saja menekan narasi
berbahaya, tetapi juga memproduksi narasi alternatif yang tampak organik, sehingga
membuat resistensi sulit memperoleh resonansi luas. Di sisi lain, regulasi platform
memastikan bahwa perusahaan teknologi bertindak sebagai perpanjangan tangan
negara dalam menjaga ekosistem informasi tetap steril dari potensi mobilisasi kolektif.
Kombinasi ini menciptakan kondisi yang dalam teori governmentality dipahami sebagai
pemerintahan melalui pengaturan perilaku, bukan semata melalui paksaan. Resistensi
mikro-level akhirnya selalu terjebak dalam sirkuit komunikasi yang tidak pernah
mencapai massa kritis, karena struktur digital telah dirancang untuk mengisolasi,
mendispersikan, atau menenggelamkan setiap bentuk deviasi. Dalam perspektif public
sphere theory, kondisi ini mencegah terbentuknya deliberasi publik yang stabil, karena
setiap isu sensitif cepat terfragmentasi dan hilang dari peredaran. Dengan demikian,
resistensi yang ada lebih merupakan manifestasi ketidakpuasan yang bersifat episodik
daripada sebuah kekuatan transformasional. la mampu menunjukkan adanya celah
dalam hegemoni negara, tetapi tidak cukup kuat untuk merusaknya.

Pola Kontrol Informasi dalam Digital Authoritarian Ecosystem

Berdasarkan temuan SLR dan kerangka teoritis mengenai networked
authoritarianism, authoritarian  resilience, algorithmic ~ governance, dan
governmentality, pola kontrol informasi di China membentuk apa yang dapat disebut

sebagai digital authoritarian ecosystem, yakni sebuah ekosistem politik—digital yang
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bekerja secara menyeluruh, saling terhubung, dan berlapis. Ekosistem ini tidak berdiri
dari komponen yang terpisah, melainkan berbentuk mekanisme integratif di mana
sensor, propaganda, regulasi platform, dan pengelolaan arus informasi dihubungkan
melalui satu arsitektur kekuasaan yang konsisten. Integrasi tersebut memperlihatkan
bagaimana negara menggabungkan paksaan dan produksi makna secara simultan,
sehingga kebebasan pers bukan hanya dikekang, tetapi direkayasa dan diarahkan. Pada
saat yang sama, ekosistem ini bersifat adaptif, sesuai dengan teori authoritarian
resilience (Nathan, 2020), yang menunjukkan bahwa rezim otoriter dapat memperbarui
strategi komunikasinya berdasarkan perubahan teknologi dan respons sosial. China
melakukan penyesuaian terus-menerus terhadap kebijakan sensor, pembingkaian pesan
politik, hingga algoritma deteksi wacana berbahaya, sehingga mekanisme kontrol tidak
pernah bersifat statis. Dimensi prediktif, yang diperkuat oleh big data dan kecerdasan
buatan, memungkinkan negara memasuki tahap baru dalam kontrol informasi: bukan
sekadar merespons ancaman, tetapi menilai potensi ancaman sebelum muncul. Dalam
kerangka governmentality, kemampuan prediktif ini menunjukkan bahwa negara tidak
hanya menargetkan tindakan warga, tetapi juga membentuk kemungkinan tindakan
tersebut. Dengan demikian, kebebasan pers di China berada pada posisi yang bukan lagi
sekadar diawasi atau dikontrol, tetapi direstrukturisasi agar kompatibel dengan
kebutuhan stabilitas politik Partai. Ekosistem digital otoritarian ini pada akhirnya
merekayasa kondisi agar media berfungsi sesuai tujuan politik negara, bukan sebagai
institusi publik.

Dalam dinamika yang demikian kompleks, kebebasan pers di China tidak dapat
dipahami hanya melalui lensa politik domestik, karena struktur kontrol informasi China
kini beroperasi dalam konteks global yang lebih luas. Temuan SLR menunjukkan bahwa
perkembangan teknologi Al, ekspansi platform digital global, dan intensitas kompetisi

geopolitik antara China dan negara Barat menjadi faktor eksternal yang semakin
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memengaruhi logika internal kontrol media. Dalam konteks digital geopolitics,
propaganda China tidak lagi berhenti pada batas nasional, tetapi bergerak ke arena
internasional melalui diplomasi digital, wolf warrior diplomacy, serta kampanye naratif
yang bertujuan membentuk opini publik global. Kondisi ini menunjukkan bahwa digital
authoritarianism China bukan hanya fenomena internal, tetapi bagian dari proyek politik
global yang memosisikan pers sebagai instrumen pertarungan naratif antarnegara. Pada
saat yang sama, penetrasi platform global seperti YouTube, Twitter, dan TikTok
menciptakan ruang transnasional yang memungkinkan terbentuknya counterpublics di
luar jangkauan penuh negara, sekaligus memaksa rezim beradaptasi melalui strategi
baru yang lebih halus dan berbasis algoritmik. Perkembangan kecerdasan buatan,
termasuk natural language processing dan sentiment prediction models, semakin
memperkuat kemampuan negara untuk memonitor atmosfer sosial secara real-time.
Hal ini sesuai dengan konsep predictive authoritarianism, di mana negara tidak lagi
menunggu munculnya krisis opini publik, tetapi mengantisipasinya melalui perhitungan
probabilistik. Ruang publik China dengan demikian tetap berkembang, namun
berdasarkan batas-batas yang dikonstruksi secara ketat oleh apa yang dapat disebut
sebagai state—algorithmic governance, yaitu bentuk pemerintahan yang memadukan
kehendak politik negara dengan logika teknis algoritma.

Melalui keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers
di China berada dalam pusaran interaksi yang terus berubah antara otoritarianisme
politik, perkembangan teknologi digital, dan realitas politik global. Ekosistem otoritarian
digital yang dibangun China memperlihatkan bagaimana negara memadukan kekuasaan
simbolik, kemampuan teknis, dan strategi geopolitik untuk menciptakan kontrol
informasi yang tidak hanya represif, tetapi juga produktif, prediktif, dan adaptif. Dalam
perspektif teori public sphere, kondisi ini mengarah pada terbentuknya ruang publik

yang tidak benar-benar hilang, tetapi mengalami proses kolonisasi digital oleh negara,
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sehingga deliberasi tidak pernah mencapai level yang dapat memengaruhi struktur
politik. Sementara teori networked authoritarianism menjelaskan bahwa negara
memungkinkan penggunaan internet, tetapi dalam kerangka yang memastikan bahwa
setiap aktivitas digital tetap berada di bawah orbit kepentingan politik Partai. Sensor
yang beroperasi secara fleksibel, propaganda yang semakin menyerupai percakapan
warga, dan infrastruktur Al yang mampu mendeteksi potensi dissent membuat
kebebasan pers berada pada kondisi terkekang yang tidak selalu tampak secara eksplisit.
Kombinasi ini menciptakan situasi di mana kebebasan pers tampak hadir secara formal
melalui keberadaan media, tetapi secara substansial sangat terbatas karena arsitektur
ekosistem digital didesain untuk memastikan stabilitas negara. Interaksi antara
teknologi canggih dan logika politik otoritarian menjadikan China sebagai model baru
otoritarianisme digital yang tidak lagi bertumpu pada represi frontal, tetapi pada
pengelolaan perilaku, algoritma, dan produksi wacana. Dengan demikian, kebebasan
pers di China bukan sekadar isu media, melainkan manifestasi dari transformasi politik
yang menggabungkan kekuasaan, teknologi, dan narasi global dalam satu ekosistem

yang saling menopang.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa kebebasan pers di China berada dalam pusaran
kompleks antara otoritarianisme politik, teknologi digital, dan dinamika geopolitik
global. Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 25 studi
internasional tahun 2020-2025, ditemukan bahwa kontrol informasi di China
membentuk sebuah digital authoritarian ecosystem yang integratif, adaptif, dan
prediktif. Negara tidak hanya membatasi akses informasi, tetapi juga mengelola
arsitektur komunikasi publik untuk memastikan narasi resmi tetap dominan. Sensor

otomatis, regulasi platform, propaganda berbasis Al, dan pengawasan institusional
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bekerja secara simultan untuk merekayasa kebebasan pers sehingga media berfungsi
lebih sebagai alat stabilitas politik daripada ruang publik independen.

Temuan ini juga menyoroti peran self-censorship dan mekanisme internalisasi
norma politik, yang membuat kontrol informasi berjalan secara otomatis tanpa
memerlukan represi eksplisit. Ruang publik digital tetap ada, tetapi mengalami
fragmentasi politik dan pembatasan deliberasi sehingga warga hanya dapat
berpartisipasi dalam batas-batas yang aman bagi legitimasi negara. Resistensi warga,
meskipun muncul dalam bentuk cryptic online speech, dokumentasi peristiwa, dan
migrasi digital ke platform luar negeri, bersifat mikro dan terdesentralisasi sehingga
tidak menggeser struktur makro kontrol negara. Hasil ini menunjukkan bahwa teori
media capture, propaganda model, dan networked authoritarianism relevan untuk
memahami bagaimana rezim modern mengkombinasikan strategi politik, teknologi, dan
narasi untuk mempertahankan hegemoninya.

Secara teoretis, artikel ini memperkuat argumentasi bahwa kebebasan pers di
rezim otoriter tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan media formal, tetapi harus
dianalisis melalui kombinasi kontrol institusional, teknologi, dan ideologi. Integrasi teori
normatif pers, media capture, dan digital authoritarianism memberikan kerangka
komprehensif untuk memahami bagaimana media dan ruang publik direkayasa agar
sejalan dengan tujuan politik negara. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada
pemetaan tematik yang menghubungkan sensor, propaganda Al, self-censorship, dan
resistensi digital dalam satu sintesis teoretis terpadu, sekaligus menawarkan dasar
empiris bagi studi demokrasi, tata kelola informasi, dan otoritarianisme digital di
konteks global. Dengan demikian, kebebasan pers di China bukan sekadar isu media,
tetapi isu strategis yang mencerminkan dinamika kekuasaan, teknologi, dan politik

internasional di era digital.
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